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ABSTRAK: Meningkatnya alih fungsi lahan sawah yang mengancam ketahanan pangan
nasional di tengah ketidakefektifan regulasi yang ada. Urgensi penelitian terletak pada
kebutuhan merekonstruksi perlindungan Lahan Sawah Dilindungi agar selaras dengan
prinsip hukum lingkungan kontemporer dan keadilan ekologis. Penelitian ini menggunakan
metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui
studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi hierarki dan kontradiksi
regulasi, khususnya antara Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan Undang-Undang Cipta Kerja, yang melemahkan perlindungan lahan
sawah serta belum terintegrasinya prinsip keadilan ekologis. Simpulan penelitian
menegaskan perlunya rekonstruksi kerangka hukum berbasis harmonisasi regulasi,
penguatan kelembagaan, serta integrasi pendekatan sosial, ekonomi, dan ekologis guna
mewujudkan perlindungan lahan sawah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

KATA KUNCI: keadilan ekologis; ketahanan pangan; lahan sawah dilindungi.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk global yang pesat menimbulkan tantangan mendasar bagi
keberlanjutan sistem pangan global. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-
Bangsa (FAO) memprediksi peningkatan permintaan pangan sebesar 70% pada tahun 2050,
ketika populasi mencapai 9,7 miliar jiwa (Hamad & Tayel, 2025). Hal ini memberikan tekanan
yang sangat besar pada lahan pertanian yang terbatas di seluruh dunia. Dalam konteks ini, lahan
pertanian, dan khususnya sawah, merupakan sumber daya strategis yang tidak dapat diperbarui
dan membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif untuk memastikan ketahanan
pangan jangka panjang (Suhirmawan, Indarta, & Mangar, 2026).

Sebagai negara agraris dengan peran vital dalam sistem pangan global, Indonesia
menghadapi tantangan signifikan terkait konversi lahan pertanian menjadi lahan padi (Pratama,
Devi, Adiathoriq, & Wati, 2026). Data historis menunjukkan penurunan yang nyata pada luas
lahan sawah di Indonesia selama dekade terakhir, dengan konversi berkisar antara 3% hingga
6% dari total luas lahan di provinsi dan kota, terutama di daerah berkembang (Rasyidin et al.,
2024). Fenomena ini mencerminkan meningkatnya tekanan pada lahan untuk tujuan non-
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pertanian, termasuk  perluasan perumahan, pengembangan industri, dan pembangunan
infrastruktur. Jika tren ini berlanjut tanpa intervensi regulasi yang efektif, ketersediaan lahan
sawah subur akan terus memburuk(Adeel & Boer, 2024), mengancam stabilitas produksi beras
nasional dan secara langsung berdampak pada ketahanan pangan penduduk (Mulyani, Fathani,
& Purnomo, 2020).

Menanggapi masalah konversi lahan sawah yang mendesak, pemerintah Indonesia telah
mengambil serangkaian langkah legislatif strategis untuk melindungi aset pertanian. Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(UU LP2B) merupakan landasan hukum utama untuk perlindungan di tingkat nasional, yang
kemudian diperkuat oleh Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengawasan
Konversi Lahan Padi (PKP Perpres). Kerangka peraturan ini dirancang dengan tujuan ganda:
untuk mempercepat pemetaan lahan padi yang dilindungi dan memantau konversi lahan padi,
agar petani dapat menghindari konversi lahan mereka, dan untuk menyediakan data dan
informasi tentang lahan padi guna mengidentifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Namun, keberadaan peraturan tidak serta merta menjamin implementasi optimal di lapangan.

Meskipun kerangka peraturan yang ada saat ini sudah komprehensif, terdapat
kesenjangan yang signifikan antara standar hukum yang diterima dan implementasi aktual
perlindungan sawah (Fanany, 2024). Studi lapangan menunjukkan bahwa konversi sawah
menjadi lahan pertanian terus meningkat di banyak daerah, bahkan di daerah yang ditetapkan
sebagai kawasan lindung. Faktor-faktor di lapangan, seperti depresiasi mata uang petani,
meningkatnya tekanan pada pembangunan ekonomi non-pertanian, lemahnya penegakan
hukum, dan birokrasi administrasi yang kompleks, menimbulkan hambatan serius terhadap
regulasi yang efektif. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum tradisional,
yang berfokus pada penetapan standar dan pengenaan sanksi, tidak cukup untuk mengatasi
fenomena kompleks konversi sawah.

Hukum lingkungan kontemporer telah mengalami evolusi radikal, bergerak melampaui
pendekatan antropologis semata menuju pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai keadilan
lingkungan (Nurse, 2022). Para sarjana hukum lingkungan, seperti Ole W. Pedersen,
mengusulkan klasifikasi keadilan lingkungan yang mencakup aspek distributif, remedial,
prosedural, dan sosial (Pedersen, 2010). Keadilan distributif, dalam konteks perlindungan
sawah, menekankan pentingnya distribusi yang adil atas manfaat dan risiko lingkungan di antara
berbagai sektor masyarakat. Pendekatan ini melihat perlindungan sawah tidak hanya sebagai
sarana untuk mencegah konversi lahan tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan
dalam distribusi sumber daya alam dan memastikan akses terhadapnya bagi petani kecil, yang
seringkali merupakan pihak yang paling rentan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan, landasan filosofis dari banyak peraturan lingkungan
modern (Wibisana, 2017) , menetapkan bahwa pembangunan ekonomi harus dicapai tanpa
merugikan kepentingan generasi mendatang dan tanpa melestarikan ekosistem. Namun,
penerapan praktis prinsip ini sering menghadapi konflik mendasar antara kepentingan
pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan kepentingan keberlanjutan lingkungan jangka
panjang. Pemerintah sering kali bergulat dengan dilema menyeimbangkan peningkatan
pertumbuhan ekonomi melalui perluasan perkotaan dengan menjaga ketersediaan lahan yang
diperlukan untuk produksi pangan berkelanjutan. Konflik ini terlihat jelas dalam ketentuan yang
mengizinkan pengalihan lahan untuk proyek-proyek strategis nasional, sebagaimana diatur
dalam peraturan yang berasal dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Perlindungan sawah yang efektif membutuhkan kerja sama penuh antar berbagai
instrumen kebijakan publik (Aina, 2025), termasuk perencanaan tata ruang, kebijakan
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penggunaan lahan, dan kebijakan pemberdayaan petani (Firman Nur Robbi, Sadino, & Suartini,
2024). Rencana tata ruang harus menjadi alat strategis untuk mengintegrasikan perlindungan
sawah ke dalam rencana pembangunan regional berkelanjutan (Anita, Rusfandi, & Triasavira,
2022). Namun, studi empiris menunjukkan bahwa jenis rencana ini belum efektif sebagai alat
perlindungan di banyak daerah karena lemahnya kerja sama antar instansi pemerintah terkait,
terbatasnya ketersediaan data regional yang akurat, dan tekanan dari kekuatan pertumbuhan
ekonomi lokal yang memprioritaskan perluasan pembangunan non-pertanian.

Di luar dimensi regulasi dan kelembagaannya, perlindungan sawah tidak dapat dipisahkan
dari aspek sosial ekonomi kepemilikan lahan (Wibawa & Widiatedja, 2025). Kerugian yang
dihadapi petani meliputi nilai tukar yang rendah, akses terbatas ke pasar dan teknologi, serta
beban utang yang tinggi, yang semuanya mendorong mereka untuk mengubah lahan sawah
mereka, baik untuk dijual maupun disewakan (Holmelin, 2021). Oleh karena itu, setiap
pendekatan berkelanjutan untuk perlindungan sawah harus mengintegrasikan strategi untuk
memperkuat ekonomi petani, termasuk peningkatan produksi, akses ke pasar yang lebih
menguntungkan, dan penyediaan insentif keuangan yang memadai. Akibatnya, kerangka hukum
untuk perlindungan sawah harus melampaui pendekatan yang murni bersifat regulasi dan
administratif dan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik yang meningkatkan situasi
ekonomi pemilik dan pengguna sawah.

Peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, telah memperkenalkan perubahan mendasar pada kerangka
perlindungan lahan pertanian permanen (Riyanti, Ramadhani, & Fitriyah, 2022). Perubahan ini
memungkinkan, antara lain, konversi lahan pertanian permanen untuk proyek kebijakan
nasional dengan kondisi yang lebih fleksibel daripada sebelumnya (Dewi, 2022). Keputusan
kebijakan ini telah memicu perdebatan akademis dan praktis mengenai keseimbangan antara
kebutuhan untuk mengembangkan infrastruktur nasional dan pemeliharaan ketahanan pangan
jangka panjang. Di luar aspek hukum, kekurangan regulasi juga berasal dari kompleksitas
prosedur implementasi, proses verifikasi dan pemilihan lahan sawah terlindungi yang panjang,
dan kapasitas implementasi yang berbeda-beda dari pemerintah daerah. Berdasarkan uraian
permasalahan di atas, penelitian mengenai rekonstruksi perlindungan lahan sawah dilindungi
dalam perspektif hukum lingkungan kontemporer memiliki urgensi dan relevansi. Urgensi ini
muncul dari beberapa pertimbangan fundamental. Pertama, laju alih fungsi lahan sawah yang
terus meningkat mengancam terpenuhinya hak dasar masyarakat atas pangan yang berkelanjutan
dan berkualitas, sekaligus bertentangan dengan prinsip keadilan intergenerasi yang menjadi inti
pembangunan berkelanjutan. Kedua, kerangka regulasi yang ada belum mampu secara optimal
mengatasi kompleksitas fenomena alih fungsi lahan sawah yang melibatkan dimensi ekonomi,
sosial, budaya, dan ekologis yang saling terkait. Ketiga, evolusi hukum lingkungan kontemporer
menawarkan kerangka konseptual yang lebih kaya termasuk teori keadilan ekologis, prinsip
pembangunan berkelanjutan, dan pendekatan holistik dalam pengelolaan sumber daya alam
yang belum sepenuhnya diintegrasikan dalam regulasi dan praktik perlindungan lahan sawah di
Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi
yang ada, menganalisis hambatan implementasi dari perspektif sosio-legal, dan mengusulkan
rekonstruksi kerangka hukum yang lebih progresif, berkelanjutan, dan berkeadilan, sehingga
perlindungan lahan sawah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan ketahanan
pangan nasional sekaligus keadilan lingkungan yang komprehensif bagi seluruh generasi.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi pustaka
(library research) yang menganalisis bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Presiden
Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Peraturan Menteri
ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Peta Lahan Sawah Dilindungi,
serta turunan peraturannya, dan bahan hukum sekunder seperti literatur hukum lingkungan
kontemporer, doktrin keadilan ekologis, prinsip pembangunan berkelanjutan, dan jurnal ilmiah
terkait. Analisis dilakukan melalui pendekatan statis (hierarki dan sistematika norma) dan
dinamis (sejarah perkembangan regulasi) dengan teknik interpretasi hukum gramatikal,
sistematis, historis, dan teleologis untuk mengidentifikasi inkonsistensi regulasi, kelemahan
konseptual, serta merumuskan rekonstruksi kerangka hukum perlindungan Lahan Sawah
Dilindungi yang progresif.

HASIL & PEMBAHASAN

Struktur Hukum Perlindungan Lahan Sawah Dilindungi

Analisis hierarki norma hukum perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dimulai
dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat." Ketentuan konstitusional ini menjadi dasar filosofis perlindungan lahan
sawah sebagai bagian dari kekayaan alam strategis untuk ketahanan pangan nasional
(Erwahyuningrum, 2023).

Pada tingkat undang-undang, UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mengatur secara komprehensif tentang penetapan,
perlindungan, dan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pasal 4 UU LP2B secara
eksplisit melarang alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) kecuali untuk
kepentingan umum yang bersifat mendesak dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan
pelaksana. Ketentuan ini mencerminkan komitmen konstitusional terhadap fungsi sosial lahan
dalam sistem ekonomi Pancasila (Pramudhawardhani, Jannah, & Niravita, 2024).

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
(Perpres LSD) merupakan implementasi operasional dari UU LP2B yang secara khusus
mengatur Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Pasal 2 Perpres LSD mendefinisikan LSD sebagai
"lahan sawah seluas 3-6 hektar dari total luas lahan sawah di wilayah kabupaten/kota yang
ditetapkan untuk dilindungi dari alih fungsi." Perpres ini menetapkan empat tujuan utama: (1)
percepatan penetapan peta LSD, (2) pengendalian alih fungsi, (3) pemberdayaan petani, dan
(4) penyediaan data lahan sawah.

Pada level peraturan menteri, Permen ATR/Kepala BPN No. 2 Tahun 2024 mengatur
tata cara pemutakhiran peta LSD yang telah ada. Peraturan ini merespons dinamika perubahan
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penggunaan lahan dengan mekanisme verifikasi ulang dan penyesuaian peta LSD setiap 5
tahun sekali (Hayuningtyas & Nursadi, 2024). Hierarki ini menunjukkan sistem regulasi yang
berlapis dengan tingkat spesifisitas yang meningkat dari konstitusi ke peraturan menteri.

Analisis sistematika regulasi mengungkap inkonsistensi signifikan pasca-Undang-
Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja mengubah Pasal 44 UU
LP2B dengan memungkinkan alih fungsi LP2B untuk Proyek Strategis Nasional (PSN)
dengan kriteria yang lebih longgar (Sumarja, Rifai, Tisnanta, & Saputra, 2021). Ketentuan ini
bertentangan dengan Pasal 10 Perpres LSD yang melarang alih fungsi LSD tanpa persetujuan
Menteri ATR/Kepala BPN (Babay, Purwaningsih, & Yusuf, 2025).

Kontradiksi hierarkis terjadi ketika PSN yang ditetapkan melalui Perpres No. 3/2020
dan Perpres No. 109/2020 mendapatkan prioritas atas perlindungan LSD. Sebagai contoh,
Pasal 7 ayat (2) Perpres No. 3/2020 menetapkan 174 PSN yang mencakup berbagai proyek
infrastruktur, industri, dan energi, banyak di antaranya memerlukan konversi lahan sawah
produktif. Ketidakjelasan definisi "kepentingan umum mendesak" dalam UU LP2B diperluas
secara pragmatis oleh UU Cipta Kerja menjadi "PSN," menciptakan celah interpretatif yang
melemahkan perlindungan LSD.

Analisis gramatikal menunjukkan ambiguitas terminologi antara "LP2B" (lahan
pertanian pangan berkelanjutan) dan "LSD" (lahan sawah dilindungi) (Purnomo & Munir,
2025). Perpres LSD tidak mengklarifikasi apakah LSD merupakan sub-kategori LP2B atau
kategori terpisah, menyebabkan tumpang tindih yurisdiksi antara Kementerian Pertanian dan
Kementerian ATR/BPN dalam proses penetapan dan pengawasan (Graha & Putri, 2023).

Mekanisme penetapan LSD melalui tahap identifikasi-analisis-klarifikasi-validasi (Pasal
5 Permen ATR/BPN No. 2/2024) bersifat administratif-teknis tanpa dimensi keadilan
prosedural. Proses klarifikasi publik hanya bersifat formalitas tanpa hak veto bagi petani
pemilik lahan, melanggar prinsip partisipasi bermakna dalam keadilan ekologis Pederson
(Washington et al., 2018).

Sistematika regulasi juga gagal mengintegrasikan instrumen insentif ekonomi bagi
petani. Pasal 18 Perpres LSD hanya menyebut "pemberdayaan petani" secara umum tanpa
mekanisme operasional konkret seperti subsidi input pertanian, jaminan harga, atau premi
asuransi panen. Akibatnya, beban perlindungan LSD jatuh proporsional kepada petani tanpa
kompensasi yang setara, melanggar prinsip keadilan distributive (Wibawa & Widiatedja,
2025).

Substansi Hukum Dan Kelemahan Konseptual

Definisi LSD dalam Pasal 1 angka 1 Perpres LSD (lahan sawah seluas 3-6 hektar dari
total luas lahan sawah di wilayah kabupaten/kota) bersifat kuantitatif administratif tanpa
mempertimbangkan nilai ekologis intrinsik. Kriteria penetapan (Pasal 4 Permen ATR/BPN
No. 2/2024) berfokus pada produktivitas, irigasi, dan status kepemilikan, mengabaikan fungsi
hidrologi, konservasi air, dan keanekaragaman hayati lahan sawah.

Pendekatan antroposentris ini bertentangan dengan hukum lingkungan kontemporer
yang mengakui hak intrinsik ekosistem (Tampilang, 2023). Lahan sawah berfungsi sebagai
reservoir air musiman, pengendali banjir, dan habitat mikrofauna, fungsi-fungsi ini tidak
tercermin dalam kriteria penetapan LSD (Syahza & dkk, 2022). Konsekuensinya, lahan sawah
dengan produktivitas rendah namun nilai ekologis tinggi berpotensi tidak dilindungi (Irfansyah
& Yulfa, 2025).

Substansi regulasi mencerminkan kontradiksi paradigmatik antara komitmen
keberlanjutan (preambul UU LP2B) dengan fleksibilitas pragmatis pasca-UU Cipta Kerja
(Samudera, 2025). Pasal 1 angka 6 UU LP2B mendefinisikan LP2B sebagai "lahan pertanian
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yang ditetapkan untuk diusahakan secara lestari bagi penghasilan pangan pokok bagi
kepentingan nasional," sementara Pasal 44F UU Cipta Kerja memungkinkan alih fungsi LP2B
untuk PSN dengan kriteria minimum.

Analisis teleologis menunjukkan bahwa tujuan UU LP2B (Pasal 3) untuk "menjamin
ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan" dikompromikan oleh pengecualian
PSN yang tidak disertai analisis biaya-manfaat jangka panjang terhadap ketahanan pangan
(Suryadi, Suyani, & Kusumawati, 2023). Ketentuan ini mencerminkan bias diskonto temporal
yang mengutamakan manfaat ekonomi jangka pendek atas keberlanjutan intergenerasi.

Taksonomi keadilan ekologis Pederson tidak terintegrasi dalam substansi regulasi LSD
(Babay et al., 2025). Keadilan distributif tidak terpenuhi karena regulasi tidak mengandung
mekanisme redistribusi manfaat perlindungan LSD (subsidi progresif, akses pasar prioritas)
kepada petani marginal. Keadilan korektif absen karena tidak ada dana restorasi untuk lahan
sawah terdegradasi atau kompensasi petani yang kehilangan hak ekonomi akibat penetapan
LSD.

Keadilan prosedural terbatas pada konsultasi formal (Tomlinson, Kasoulide, Meers, &
Halliday, 2023) (Pasal 6 Permen ATR/BPN No. 2/2024) tanpa hak representasi petani dalam
Tim Verifikasi LSD. Keadilan sosial diabaikan karena regulasi tidak menghubungkan
perlindungan LSD dengan peningkatan kesejahteraan petani, melainkan hanya sebagai
kewajiban administrative (Robbi, Sadino, & Suartini, 2024).

Evolusi Dinamis Regulasi Perlindungan Lahan Sawah

Evolusi regulasi perlindungan lahan sawah di Indonesia mengalami empat fase
transformasi yang mencerminkan pergantian paradigma kebijakan dari pendekatan
konvensional menuju pragmatisme ekonomi (Bai et al., 2025). Fase pertama (2009) ditandai
dengan lahimya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU LP2B) yang meletakkan fondasi filosofis dan normatif
perlindungan lahan pertanian. UU ini lahir dari kesadaran krisis bahwa lahan sawah produktif
menyusut rata-rata 100.000 hektar per tahun akibat konversi tidak terkendali (Sabil, 2024),
dengan komitmen konstitusional Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan utama. Pendekatan
hukumnya bersifat command-and-control klasik dengan pelarangan mutlak alih fungsi LP2B
(Pasal 4), sanksi administratif berupa pencabutan izin (Pasal 64), dan kewajiban penetapan
LP2B minimal 25 hektar per desa. Namun, UU LP2B masih bersifat deklaratif karena tidak
dilengkapi peta tematik atau mekanisme verifikasi operasional (Suhirmawan, Indarta, &
Mangar, 2025), meninggalkan celah interpretasi "kepentingan umum mendesak" yang
kemudian dieksploitasi.

Fase kedua (2019) menandai operationalisasi konkret melalui Peraturan Presiden Nomor
59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang merevolusi pendekatan
dari konseptual menjadi geospatial. Perpres LSD memperkenalkan konsep Lahan Sawah
Dilindungi (LSD) dengan formula kuantitatif inovatif (Erwahyuningrum, Kuswanto, & Adjie,
2023) yaitu 3-6% dari total luas lahan sawah per kabupaten/kota, memungkinkan standardisasi
nasional sekaligus fleksibilitas lokal. Empat misi utama Perpres ini percepatan pemetaan,
pengendalian konversi, pemberdayaan petani, dan database sawah mencerminkan pendekatan
holistik pertama dalam regulasi pertanian Indonesia. Prosedur verifikasi empat tahap
(identifikasi-analisis-klarifikasi-validasi) dan kewenangan eksklusif Menteri ATR/BPN dalam
persetujuan konversi LSD (Pasal 10) menunjukkan pendekatan teknokratik yang kuat.
Meskipun revolusioner, Perpres LSD masih terjebak dalam paradigma administratif tanpa
instrumen insentif ekonomi bagi petani atau sanksi disuasif yang menggigit (Satria Lam
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Syafi’i Simamora & Imsar Imsar, 2025).

Fase ketiga (2020) merupakan titik balik destruktif melalui Undang-Undang Cipta Kerja
yang mengerosi fondasi perlindungan LP2B melalui 17 amandemen substansial. Transformasi
paling radikal terjadi pada Pasal 44F yang menciptakan pengecualian khusus untuk Proyek
Strategis Nasional (PSN) dengan kriteria longgar (Wardana & Darmawardana, 2024),
memungkinkan konversi LP2B tanpa melalui proses verifikasi LSD. Ketentuan ini didukung
Perpres No. 3/2020 dan Perpres No. 109/2020 yang menetapkan 174 PSN senilai Rp14.796
triliun, banyak berlokasi di zona sawah produktif seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Pengurangan luas minimum LP2B dari 25 ha menjadi 5 ha (Pasal 10) dan simplifikasi
prosedur verifikasi mencerminkan prioritas neoliberal akselerasi investasi di atas keberlanjutan
pangan. Pergeseran ini didorong target pertumbuhan ekonomi 7% dan tekanan fiskal pasca-
pandemi, dengan konsekuensi lahan sawah terkonversi meningkat 15% pada 2021-2023
(Kusmiati & Ruslina, 2025). Fase liberalisasi ini menciptakan dualisme regulasi yang
membingungkan: Perpres LSD melindungi sementara UU Cipta Kerja membuka celah
sistematis (Azhara & Mardhatillah, 2023).

Fase keempat (2024) bersifat korektif administratif melalui Permen ATR/BPN No. 2
Tahun 2024 yang merespons kritik fragmentasi peta LSD dengan mekanisme pemutakhiran
lima tahunan berbasis citra satelit resolusi tinggi. Regulasi ini mengakui realitas dinamis
konversi lahan dengan prosedur re-verifikasi yang mencakup validasi lapangan dan
sinkronisasi dengan RTRW. Namun, permen ini bersifat inkremental dan gagal mengatasi
kontradiksi substansial dengan UU Cipta Kerja, terutama superioritas PSN atas LSD (Aini,
Hasbi, Syam, & Arben, 2024). Evolusi keseluruhan menggambarkan pola siklikal fondasi
normatif — operationalisasi teknis — liberalisasi ekonomi — adaptasi administratif, tanpa
transisi paradigmatik menuju hukum lingkungan kontemporer yang mengintegrasikan keadilan
ekologis dan pembangunan berkelanjutan.

Integrasi Hukum Lingkungan Kontemporer

Konsep keadilan lingkungan muncul ketika terdapat gerakan protes dari masyarakat
akibat pembangunan fasilitas pembuangan limbah di kawasan tinggal orang kulit hitam di
Amerika Serikat pada tahun 1980-an (Mitchell, 2019). Terdapat beberapa aspek yang inheren
dalam keadilan lingkungan. Pertama keadilan lingkungan dapat dilihat dari aspek distributif,
yaitu adanya distribusi yang adil dan merata atas manfaat dari sumber daya alam yang tersedia
(Kato-Huerta & Geneletti, 2023). Selanjutnya, ada yang melihat keadilan lingkungan dari
aspek prosedural, yaitu adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk berpartisipasi
dalam setiap pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup (Arazid Arazid, Muhammad
Yusuf Muda Azka, Andre Rizaldy, & Irwan Triadi, 2024). Selain itu, ada yang melihat aspek
recognition dalam keadilan lingkungan yaitu adanya pengakuan terhadap kalangan minoritas
(Chowkwanyun, 2023).

Integrasi hukum lingkungan kontemporer dalam perlindungan LSD mensyaratkan
operationalisasi taksonomi keadilan ekologis (Picaso & Sutarni, 2026) Ole W. Pedersen
melalui empat dimensi yang saling terkait. Keadilan distributif menuntut redistribusi manfaat
perlindungan LSD yang saat ini tidak proporsional (Mercer et al., 2024), di mana petani
menanggung beban pembatasan hak ekonomi tanpa kompensasi memadai. Rekonstruksi
distributif mencakup tiga instrument yang terdiri dari subsidi input pertanian progresif dengan
formula 2x untuk lahan <2 ha, prioritas pengadaan Bulog 30% kuota dari LSD, dan sertifikasi
"Padi Berkelanjutan LSD" dengan premi harga 25% di pasar ekspor. Sistem ini didukung dana
abadi Rp2 triliun dari retribusi konversi lahan non-LSD, memastikan keadilan antar-kelompok
petani berdasarkan ukuran lahan dan tingkat kerentanan ekonomi.
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Keadilan korektif menargetkan pemulihan kerusakan ekologis dan ekonomi pasca-
konversi melalui Dana Restorasi LSD Rp500 miliar per tahun yang bersumber dari 10%
pendapatan PSN di zona sawah (Rhiti, 2025). Dana ini digunakan untuk reklamasi lahan
terkonversi dengan teknologi bioengineering (target 50.000 ha/5 tahun) dan kompensasi
ekonomi 150% harga pasar bagi petani terdampak PSN. Mekanisme korektif juga mencakup
trust fund komunitas yang dikelola secara kolektif oleh petani untuk investasi diversifikasi
usaha tani (agrowisata, pengolahan pangan), mengubah posisi petani dari korban konversi
menjadi pemilik modal produktif.

Keadilan prosedural merevolusi proses pengambilan keputusan dengan representasi
wajib 50% petani dalam Tim Verifikasi LSD tingkat kabupaten dan hak veto kolektif untuk
penetapan lahan >10 ha (Chaerudin, Maskur, & Adila, 2025). Prosedur Free, Prior, and
Informed Consent (FPIC) adaptasi lokal diterapkan dengan platform digital petani.co.id untuk
konsultasi real-time dan voting berbasis blockchain, memastikan transparansi dan
akuntabilitas. Ketentuan ini dilindungi judicial review langsung ke Pengadilan Tata Usaha
Negara tanpa batas waktu, memberikan kekuatan hukum yang mengikat bagi aspirasi petani.

Keadilan sosial menghubungkan perlindungan LSD dengan kesejahteraan petani
melalui indikator kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) minimum 105 sebagai syarat penetapan
LSD (Ahmad & Tarman, 2025). Regulasi baru mensyaratkan Program Peningkatan
Pendapatan Petani (P3P) dengan target NTP +15% dalam 3 tahun melalui klasterisasi lahan
sawah minimal 100 ha, integrasi industri hilir (penggilingan, pengemasan), dan akses rantai
pasok global. Pendekatan ini mengubah LSD dari sekadar "lahan terlindungi" menjadi
"ekosistem sosial-ekonomi produktif" yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan petani
struktural.

Sinkronisasi dengan hukum tata ruang melalui UU No. 26 Tahun 2021 mensyaratkan
zonasi LSD sebagai "kawasan lindung primer" dalam RTRW dengan matriks konflik
kepentingan lahan (MKKL) yang memprioritaskan LSD > PSN > RTRW. Konvergensi
dengan UU PPLH No. 32/2009 diterapkan melalui AMDAL khusus LSD dengan bobot 40%
ketahanan pangan, Izin Usaha Berbasis Risiko kategori merah untuk proyek di zona LSD, dan
sanksi restoratif berupa reklamasi lahan 2x luas terkonversi. Integrasi ini menciptakan
ekosistem regulasi yang koheren dan progresif.

Proposisi Rekonstruksi Kerangka Hukum

Rekonstruksi sistematis kerangka hukum perlindungan LSD mengadopsi pendekatan
tiga posisi analisis hukum progresif Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2010). Posisi pertama
(harmonisasi vertikal) menempatkan UUD 1945 sebagai lex superior dengan interpretasi Pasal
33 ayat (3) yang mengikat (Wijayanti, Sari, Salam, & Firdaus, 2024): prioritas fungsi sosial
lahan > PSN > efisiensi birokrasi. Amendemen UU LP2B diperlukan untuk meniadakan
pengecualian PSN dan menetapkan rumus perlindungan absolut: Total LSD = 10% luas sawah
provinsi + 25% sawah produktivitas tinggi + 100% sawah irigasi teknis. Perpres PSN wajib
dilengkapi analisis alternatif lahan non-LSD dan kompensasi replanting 2x luas lahan
dikonversi dalam radius 50 km.

Posisi kedua (inkonsistensi horizontal) menciptakan single roof authority melalui
Direktorat Jenderal Perlindungan Lahan Pangan (DJPLP) di bawah Kementerian ATR/PTN
dengan fungsi terintegrasi regulasi-verifikasi-penegakan. DJPLP mengoperasionalkan AI-GIS
nasional untuk pemantauan real-time LSD dengan akurasi 95% dan predictive analytics
konversi berbasis machine learning. Sistem ini terhubung dengan blockchain land registry
untuk transparansi status kepemilikan dan verifikasi digital yang tidak dapat dimanipulasi
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(Alam, Ashfiqur Rahman, Tasnim, & Akther, 2022), mengeliminasi diskresi administratif
tingkat daerah.

Posisi  ketiga (konstruksi konseptual) merevolusi paradigma dari "lahan sawah
terlindungi" menjadi "Ekosistem Sosial-Ekologis Produktif" (ESSP) dengan empat pilar:
konservasi hidrologi (reservoir air musiman), kesejahteraan petani (NTP >110), ketahanan
pangan (cadangan padi 12 bulan), dan keadilan antargenerasi (perlindungan 50 tahun tanpa
diskonto). Konsep ESSP dioperasionalkan melalui empat instrumen hukum progresif :
(Soininen, Romppanen, Nieminen, & Soimakallio, 2023) economic instruments berupa carbon
farming credit LSD (Rp25.000/kg C-sequestration tahunan), eco-bond Rpl0 triliun untuk
insentif petani, pajak konversi progresif 200-500% harga pasar; participatory instruments
melalui platform petani.co.id untuk monitoring partisipatif, hak gugatan class action petani,
referendum lokal LSD >100 ha; technology instruments dengan drone monitoring Al violation
detection dan big data predictive konversi; serta institutional instruments melalui Petani
Constitutional Court untuk sengketa LSD-PSN.

Roadmap implementasi 2026-2030 dirancang bertahap: Tahap 1 (2026) harmonisasi
regulasi nasional, pilot 10 kabupaten prioritas (Jabar, Jateng, Jatim), peluncuran platform digital
LSD; Tahap 2 (2027-2028) skalabilitas nasional 300 kabupaten, operasionalisasi Dana Restorasi
LSD Rpl triliun/tahun, sertifikasi Padi LSD untuk ekspor ASEAN; Tahap 3 (2029-2030)
evaluasi komprehensif dengan KPI (perlindungan tambahan 500.000 ha, NTP +15%, reduksi
emisi 2 Mt CO2-eq/tahun, ketahanan pangan +10%), penyesuaian berbasis evidence, dan ekspor
model ASEAN Rice Protection Framework. Rekonstruksi ini tidak hanya menyelesaikan
inkonsistensi regulasi tetapi mentransformasi perlindungan LSD menjadi instrumen
pembangunan berkelanjutan yang progresif dan inklusif.

PENUTUP

Regulasi perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Indonesia mengalami
inkonsistensi hierarkis dan kontradiksi substansial antara komitmen normatif UU No. 41 Tahun
2009 tentang LP2B dengan fleksibilitas pragmatis UU Cipta Kerja yang memprioritaskan
Proyek Strategis Nasional (PSN), menyebabkan kesenjangan signifikan antara norma hukum
(law in the books) dan efektivitas pengendalian alih fungsi lahan sawah di lapangan. Evolusi
regulasi melalui empat fase fondasional (UU LP2B 2009), operationalisasi (Perpres LSD 2019),
liberalisasi (UU Cipta Kerja 2020), dan adaptasi administratif (Permen ATR/BPN 2024)
menggambarkan siklus tanpa transisi paradigmatik menuju hukum lingkungan kontemporer,
ditandai absennya integrasi keadilan ekologis Pederson (distributif, korektif, prosedural, sosial)
dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam substansi regulasi yang ada. Sebagai solusi
sistematis, penelitian mengusulkan rekonstruksi kerangka hukum LSD berbasis tiga posisi
progresif: harmonisasi vertikal dengan superioritas konstitusional Pasal 33 UUD 1945, single
roof authority DIPLP dengan AI-GIS monitoring, dan paradigma Ekosistem Sosial-Ekologis
Produktif (ESSP) yang mengintegrasikan instrumen ekonomi (carbon credit, eco-bond),
partisipatif (petani.co.id, referendum lokal), dan teknologi (blockchain registry, drone Al).
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Roadmap implementasi 2026-2030 dengan target perlindungan tambahan 500.000 ha LSD, NTP
petani +15%, dan ketahanan pangan nasional +10% menawarkan model hukum lingkungan
progresif yang holistik, mengubah perlindungan lahan sawah dari kewajiban administratif
menjadi instrumen strategis ketahanan pangan berkelanjutan dan keadilan ekologis
komprehensif.
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